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PROVINSI JAWA TIMUR 
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NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA B E R G U L I R PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PACITAN, 

a. bahwa dalam rangka tert ib admin is t ras i pengelolaan 
dana bergulir, per lu d i susun pedoman pengelolaan dana 
bergulir Pemerintab Daerab; 

b. babwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud da lam b u r u f a, maka per lu menetapkan 
Peraturan B u p a t i tentang Pedoman Pengelolaan Dana 
Bergul ir Pemerintab Daerab; 

1. Undang-undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2003 Nomor 47 Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang 
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Tabun 2014 
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telab d iubab beberapa ka l i , t e rakbir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020 LeriLang CipLa 
Kerja (Lembaran Negara Tabun 2020 Nomor 245, 
Tambban Lembaran Negara Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tabun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42 Tambaban 
Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 
tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerab; 

6. Peraturan Daerab Nomxr 7 Tabun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daerab 
Kabupaten Pacitan Tabun 2006 Nomor 7); 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN DANA B E R G U L I R PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i , yang d imaksud dengan; 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintab Daerab adalah Pemerintab Daerab Kabupaten Pacitan 
3. Bupa t i adalah Bupat i Pacitan. 
4. Perangkat Daerab yang selanjutnya dis ingkat PD adalab perangkat daerab 

pada pemerintab daerab selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 
5. Dinas adalab Dinas Koperasi dan Usaba Mikro Kabupaten Pacitan. 
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerab yang selanjutnya dis ingkat PPKD 

adalab Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerab yang mempunya i 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan ber t indak sebagai bendahara 
u m u m daerab. 

7. Akuntans i adalab proses identi f ikasi , pencatatan, pengukuran 
pengklasif ikasian, pengikbt isaran, t ransaks i dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan serta penginterpretasian atas basi lnya. 

8. Neraca adalab laporan yang menyaj ikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 
ter tentu. 

9. Laporan Operasional adalab laporan yang menyaj ikan unsure pendapatan-
LO, beban, surplus/def is i t dar i operasi, surplus/def is i t dar i kegiatan non 
operasional, surplus/def is i t sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan 
surplus/defisit-LO. 

10. Dana bergul ir adalab dana a tau barang yang dapat d in i la i dengan uang 
yang d ip in jamkan/d igu l i rkan kepada masyarakat oleb pemerintab daerab 
yang ber tu juan men ingkatkan ekonomi rakyat dan t u j u a n la innya. 

11 . Dana Bergul ir dengan Chanelling Agency adalab mekanisme penyaluran 
dana beryul i r mela lu i ent i tas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga 
keuangan b u k a n bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga 
keuangan lainya), yang d i t u n j u k dan bertanggungjawab banya u n t u k 
menya lurkan dana bergulir. 

12. Koperasi adalab badan usaba yang beranggotakan orang seorang a tau 
badan b u k u m koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
pr ins ip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 
atas kekeluargaan. 

13. Usaba Mikro Kecil Menengab (UMKM) adalab ist i lab u m u m dalam 
kbazanab ekonomi yang meru juk kepada ekonomi p rodukt i f yang d im i l i k i 
perorangan m a u p u n badan usaba sesuai dengan kr i ter ia sebagaimana 
d ia tur da lam Undang-Undang No.20 t a b u n 2008 tentang Usaba Mikro , 
Kecil dan Menengab. 

14. Izin Usaba Mikro dan Kecil yang selanjutnya dis ingkat lUMK adalab iz in 
yang d i t e rb i tkan oleb Lembaga OSS u n t u k usaba mikro dan usaba kecil. 

15. Penyisihan dana bergul ir adalab estimasi yang d i l akukan u n t u k dana 
bergulir t idak tertagih pada akb i r setiap periode yang d ibentuk sebesar 
persentase ter tentu dar i a k u n dana bergul ir berdasarkan penggolongan 
kual i tas dana bergulir. 



16. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya dis ingkat 
KPKNL adalah instans i vert ikal Direktorat Jendered Kekayaan Negara, yang 
salah satu tugasnya melaksanakan pengurusan p iu tang negara. 

17. Piutang Sementara Be lum Dapat Ditag ih yang selanjutnya dis ingkat 
PSBDT, adalah pemyataan KPKNL bah-wa p iu tang telab d iu rus secara 
op t ima l dan masib terdapat sisa utang . 

BAB 11 
PENGELOLAAN DANA B E R G U L I R 

Bagian Kesa tu 
Bank Pelaksana Dana Bergulir 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan dana bergulir d i Pemerintab Daerab menggunakan system 
Chanelling Agency. 

(2) Sebagai Chanelling Agency sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i te tapkan bank pelaksana dana bergulir dengan Keputusan Bupat i . 

(3) Bank pelaksana berfungsi sebagai penyalur, penerima setoran dana 
bergulir dan penampungan dana bergulir, 

(4) Bank pelaksana mempunya i tugas: 
a. menampung dan menya lurkan dana bergulir; 
b. melaksanakan rekonsi l iasi dengan Pemerintab Daerab; 
c. menyampaikan data mutas i angsuran setiap bu lan dar i penerima 

dana bergulir u n t u k pencairan t a b u n 2008-2017; dan 
d. menyampaikan rekening koran pengelola dana bergulir setiap bu lan . 

Bagian Kedua 
Pengelola Dana Bergulir 

P a s a l 3 

(1) Penanggung jawab pengelolaan dana bergul ir adalab Pemerintab Daerab 
yang d i laksanakan oleb Dinas. 

(2) Dalam rangka opt imal isasi pengelolaan dana bergulir oleb Dinas 
sebagaimana yang d i m a k s u d pada ayat (1) d i ben tuk t i m pengelola dana 
bergulir dengan Keputusan Bupat i . 

(3) Pengelola dana bergulir mempunya i tugas: 
a. mengelola keuangan dana bergulir; 
b. membantu veri f ikasi proposal/pengajuan p in jaman dana bergulir; 
c. membantu menguj i kelayakan calon penerima program; dan 
d. me lakukan rekonsi l iasi posisi giro dengan bank pelaksana. 

Pasal 4 

Susunan keanggotaan pengelola dana bergulir sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) adalab: 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; 
c. Bendahara; dan 
d. Anggota. 



Bagian Ketiga 
Penerima Dana Bergulir 

Pasal 5 

Dana bergulir dapat d iber ikan kepada: 
a. Koperasi; 
b. Kelompok Usaba Produkti f ; dan/atau 
c. Usaba Mikro , Kecil dan Menengab. 

Pasa l 6 

Koperasi penerima dana bergul ir sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 b u r u f a 
barus memenub i persyaratan sebagai ber ikut : 
a. merupakan badan usaba yang berbadan b u k u m koperasi; 
b. telab melaksanakan rapat anggota t a b u n a n (RAT) sekurang-kurangnya 1 

(satu) t a b u n terakbir dan melaksanakan usaba yang dikelola secara layak 
dan sebat; 

c. mengajukan proposal usaba kepada pengelola dana bergulir yang d i lampir i 
dengan laporan keuangan t a h u n terakb i r serta daftar pengurus dan 
pengawas; 

d. u n t u k pengajuan dana bergul ir l an ju tan d i l ampi r i tanda pelunasan p in jaman 
yang d ike luarkan bank pelaksana dan a tau UPT pengelola dana bergulir; 

e. d in i l a i layak d i b u k t i k a n dengan basi l verif ikasi dan seleksi yang 
d i laksanakan oleb pengelola dana bergulir ; dan 

f. berkedudukan/berdomis i l i d i wi layab daerab. 

Pasal 7 

Kelompok Usaba Produkt i f penerima dana bergul ir sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 5 b u r u f b barus memenub i persyaratan sebagai be r ikut : 
a. merupakan lembaga/organisasi/paguyuban yang bergerak d i sektor r i i l ; 
b. telab menja lankan usaba sekurang-kurangnya 1 (satu) t a b u n ; 
c. memi l i k i keanggotaan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang; 
d. menyelenggarakan admin is t ras i baik admin is t ras i organisasi m a u p u n 

adminis tras i usaba (pembukuan) secara ter t ib ; 
e. mempunya i pengurus sekurang-kurangnya ketua, sekretaris dan bendahara; 
f. surat keterangan domis i l i usaba dar i desa/keluraban; 
g. mengajukan permohonan/proposal yang d i l ampi r i dengan daftar pengurus 

dan laporan keuangan terakbir ; 
b. d in i la i layak d i b u k t i k a n dengan basi l verif ikasi dan seleksi yang 

d i laksanakan oleb pengelola dana bergul ir ; dan 
i . u n t u k pengajuan dana bergulir l an ju tan d i l amp i r i tanda pelunasan p in jaman 

yang d ike luarkan bank pelaksana dan a tau UPT pengelola dana bergulir. 

Pasal 8 

Usaba Mikro , Kecil dan Menengab penerima dana bergulir sebagaimana 
d imaksud da lam pasal 5 b u r u f c barus memenub i persyaratan sebagaimana 
ber ikut : 
a. mempunya i usaba yang sudab berjalan m in ima l 1 (satu) t a b u n ; 
b. warga negara Indonesia dan telab menetap d i wi layab daerab; 
c. mengajukan permohonan/ proposal yang d i l amp i r i dengan foto copy KTP 

suami dan i s t r i , dan foto copy KK; 
d. d in i la i layak d i b u k t i k a n dengan basi l verif ikasi dan seleksi yang 

d i laksanakan oleb pengelola dana bergulir ; 



e. u n t u k pengajuan dana bergul ir l an ju tan d i l amp i r i tanda pelunasan p in jaman 
yang d ike luarkan bank pelaksana dan a tau up t pengelola dana bergulir; 

f. memi l ik i iz in usaba mikro keci l (lUMK) a tau surat keterangan usaba dar i 
keluraban/desa. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Selekai Calon Penerima Dana Bergulir 

Pasal 9 

(1) Seleksi terbadap calon penerima dana bergul ir d i l akukan oleb Dinas, dengan 
ketentuan sebagai ber ikut : 
a. Dinas mener ima permobonan calon penerima dengan d i lampir i 

persyaratan yang telab d i t en tukan ; 
b. mengadakan verif ikasi, peni la ian terbadap proposal dengan 

memperbat ikan tata cara peni la ian atas u n s u r - u n s u r kelembagaan 
kelengkapan organisasi (bagi koperasi, kelompok usaba produkti f ) , 
kelayakan usaba, kepemi l ikan usaba dan rencana penggunaan dana, 
serta u n s u r - u n s u r la in yang berka i tan dengan pelaksanaan usaba, 

c. me lakukan survey tempat usaba; 
d. menginventarisasi basi l survey sekaligus mengklar i f ikasi calon penerima 

yang d i te tapkan mela lu i rapat pengelola selambat- lambatnya 14 (empat 
belas) ba r i sejak tanggal pelaksanaan survey; dan 

e. menetapkan calon penerima terpi l ib da lam suatu berita acara dan 
d i te tapkan mela lui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaba 
Mikro Kabupaten Pacitan. 

(2) Ketentuan teknis seleksi sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i a tur oleb 
Dinas. 

Bagian Ke l ima 
J a m i n a n 

Pasal 10 

(1) Penerima dana bergul ir wajib menyerabkan j a m i n a n berupa sert i f ikat tanab 
atau BPKB kendaraan bermotor. 

(2) J a m i n a n yang sudab diserabkan t idak dapat d i tuka r selama ber lakunya 
perjanjian kecual i ada kesepakatan yang te r tuang dalam perjanjian. 

Bagian Keenam 
Bentuk Perjanjian Kredit 

Pasal 11 

(1) Perjanjian kred i t dana bergulir d i tuangkan da lam bentuk perjanjian bawab 
tangan, bermaterai c u k u p , d i tandatangani para Pibak dengan (dua) orang 
saksi. 

(2) Perjanjian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) wajib d icatatkan kepada 
notar is (Waarmerking). 

(3) Biaya materai sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan biaya pencatatan 
notar is [Waarmerking) Sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d ibebankan 
kepada penerima kredi t dana bergulir . 



Bagian Ketujuh 
Pemanfaatan Pinjaman Dana Bergulir 

Pasa l 12 

U n t u k Koperasi, Kelompok Usaha Produkt i f dan Pengusaha Mikro , Kecil dan 
Menengah, penggunaan dana bergul ir sebagai penambaban modal . 

Bagian Kedelapan 
Jangka Waktu Pinjaman 

Pasal 13 

Penerima dana bergul ir dapat memi l ib j angka w a k t u p in jaman sesuai dengan 
kebu tuban dan kemampuan membayar angsuran sebagai ber ikut : 
a. j angka w a k t u p in jaman selama 6 (enam) bu lan ; 
b. j angka w a k t u p in jaman selama 12 (dua belas) bu lan ; dan /atau 
c. j angka w a k t u p in jaman selama 24 (dua p u l u b empat) bu lan . 

Bagian Kesembi lan 
Besaran Dana Bergulir 

Pasal 14 

(1) besaran dana bergulir yang dapat d iber ikan u n t u k Koperasi pal ing t inggi 
sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ra tus l ima p u l u b j u t a rupiab) . 

(2) besaran dana bergulir yang dapat d iber ikan kepada Kelompok Usaba 
Produkt i f pa l ing t inggi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus j u t a rupiab) . 

(3) besaran dana bergul ir yang dapat d iber ikan kepada Usaba Mikro , Kecil dan 
Menengab pal ing t inggi sebesar Rp 50.000.000,00 ( l ima p u l u b j u t a rupiab) . 

Bagian Kesepuluh 
Sumber Dana 

Pasal 15 

Dana bergulir yang d iber ikan bersumber dar i : 
a. anggaran pendapatan dan belanja daerab; dan 
b. bas i l pengembal ian/angsuran dar i penerima dana bergul ir yang berada d i 

rekening penampungan pada bank pelaksana. 

Bagian Kesebelas 
Pencairan Dana 

Pasal 16 

(1) Penerima dana bergul ir membuka rekening tabungan d i Bank Pelaksana atas 
nama yang bersangkutan dan menyampaikan fotocopy rekening tersebut ke 
Dinas. 

(2) Rekening tabungan sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) barus merupakan 
rekening ba ru yang terpisab penggunaannya dengan rekening la innya. 

(3) Menandatangani naskab perjanjian masing-masing bermaterai cukup . 
(4) Menandatangani perjanjian bu tang serta menyerabkan surat pemyataan 

babwa yang bersangkutan telab mener ima p in jaman bergul ir tersebut. 



(5) Dinas menel i t i kelengkapan d o k u m e n admin is t ras i da r i masing-masing calon 
Penerima dana bergul ir dan kemud ian d ibuat daftar nominasi . 

(6) Mekanisme pencairan adalab sebagai ber ikut : 
a. U n t u k dana bergul ir yang bersumber dar i APBD: 

1. pengelola dana bergul ir mela lu i d inas mengajukan permobonan 
pencairan dana bergulir kepada pejabat pengelola keuangan darab; 

2. pejabat pengelola keuangan daerab me lakukan pemindabbukuan dar i 
rekening kas u m u m daerab ke rekening penampungan pengelola dana 
bergulir; dan 

3. pengelola dana bergul ir me la lu i bank pelaksana mencairkan p in jaman 
kepada penerima me la lu i p em indabbukuan dar i rekening 
penampungan pengelola dana bergul ir ke rekening penerima. 

b. U n t u k dana bergul ir yang bersumber dar i rekening penampungan, 
Pengelola dana bergulir me la lu i bank pelaksana mencairkan p in jaman 
kepada penerima mela lu i p em indabbukuan dar i rekening penampungan 
pengelola dana bergulir ke rekening penerima. 

Bagian Kedua belas 
Bunga Pinjaman 

Pasal 17 

(1) besaran bunga p in jaman sebesar 5% (l ima persen) per t a b u n . 
(2) bunga p in jaman sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ipotong d i m u k a pada 

saat realisasi p in jaman. 
(3) bunga p in jaman sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disetor secara 

kese luruban ke rekening kas u m u m daerab mela lu i bank pelaksana. 

Bagian Ketiga belas 
Tata Cara Pembayaran Angsuran Pokok 

Pasal 18 

(1) Pembayaran angsuran pokok d i laksanakan sebagai ber ikut : 
a. u n t u k j angka w a k t u p in jaman selama 6 (enam) bu lan , angsuran pokok 

dibayarkan sebanyak 5 (lima) ka l i angsuran, d imu la i pada awal bu lan ke-2 
sampai bu l an ke-6; 

b. u n t u k j angka w a k t u p in jaman selama 12 (dua belas) bu lan , angsuran 
pokok d ibayarkan sebanyak 10 (sepulub) ka l i angsuran, d imu la i pada awal 
bu l an ke-3 sampai bu l an ke-12; dan 

c. u n t u k j angka w a k t u p in jaman selama 24 (dua p u l u b empat) bu lan , 
angsuran pokok d ibayarkan sebanyak 20 (dua pulub ) ka l i angsuran, 
d imula i pada awal bu l an ke-5 sampai bu l an ke-24. 

(2) Angsuran pokok masuk ke rekening pengelola sebagai tampungan angsuran 
pokok. 

(3) Pembayaran angsuran pokok dengan cara memasukkan angsuran langsung 
ke rekening giro pengelola dana bergul ir setiap bu lan pal ing lambat tanggal 
20. 

(4) Angsuran yang melampaui w a k t u dianggap tunggakan dan dapat dikenai 
sanksi sebagaimana d i a tu r da lam perjanjian. 



BAB I I I 
PENAGIHAN 

Pasal 19 

(1) Terhadap tunggakan angsuran, Dinas me lakukan upaya penagihan terhadap 
penerima dana bergul ir berdasar kr i t e r ia kua l i tas dana bergulir. 

(2) Penagihan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d imu la i dengan penerbitan 
Surat Tagihan yang d i t u j u k a n kepada penerima dana bergulir. 

(3) Surat tagihan pertama, d i t e rb i tkan pal ing lama 1 (satu) bu l an setelah tanggal 
j a t u b tempo. 

(4) Surat tag ihan kedua, d i t e rb i tkan pal ing lama 6 (enam) bu lan setelah tanggal 
Surat tag ihan pertama. 

(5) Surat tag ihan ketiga, d i t e rb i tkan pal ing lama 6 (enam) bu lan setelah tanggal 
Surat tag ihan kedua. 

(6) Contob ben tuk sura t tagihan sebagaimana t e rcantum dalam Lampiran yang 
merupakan satu kesatuan t idak terp isabkan dar i Peraturan Bupat i i n i . 

BAB IV 
PENYISIHAN PIUTANG DANA B E R G U L I R 

Bagian Kesatu 
Penentuan Kual i tas Dana Bergulir 

Pasal 2 0 

(1) Penilaian kual i tas p iu tang Dana Bergul ir d i l akukan berdasarkan kondis i 
dana bergul ir pada akb i r periode pelaporan. 

(2) Penilaian kua l i tas p iu tang dana bergul ir d i l akukan dengan 
mempert imbangkan: 
a. j a t u b tempo dana bergulir; dan/atau 
b. upaya penagihan. 

(3) Penetapan kua l i tas p iu tang Dana Bergul ir da lam 4 (empat) golongan, ya i tu : 
a. kua l i tas lancar; 
b. kua l i tas k u r a n g lancar; 
c. kua l i tas d i ragukan; dan 
d. kua l i tas macet. 

(4) Kr i ter ia kua l i tas p iu tang dana bergul ir adalab sebagai ber ikut : 
a. kua l i tas lancar, dapat d i t en tukan dengan kr i t e r ia : 

1) u m u r dana bergul ir sampai dengan 1 t a b u n ; dan 
2) masib da lam tenggang w a k t u j a t u b tempo. 

b. kua l i tas k u r a n g lancar, dapat d i t en tukan dengan kr i ter ia : 
1) u m u r p iu tang dana bergul ir lebib dar i 1 t a b u n sampai dengan 3 

t a b u n ; dan 
2) apabi la penerima dana bergul ir da lam j angka w a k t u 1 (satu) bu lan 

t e rb i tung sejak tanggal surat tag ihan pertama be lum me lakukan 
pelunasan. 

c. kua l i tas d i ragukan, dapat d i t en tukan dengan kr i t e r ia : 
1) u m u r p iu tang dana bergul ir lebib dar i 3 t a b u n sampai dengan 5 

t a b u n ; dan 
2) apabi la penerima dana bergul ir da lam jangka w a k t u 1 (satu) bu lan 

t e rb i tung sejak tanggal surat tag ihan kedua be lum me lakukan 
pelunasan. 



d. Kual i tas macet, dapat d i t en tukan dengan kr i t e r ia : 
1) u m u r p iu tang dana bergul ir lebib dar i 5 t a b u n dan apabila penerima 

dana bergulir da lam j angka w a k t u 1 (satu) bu lan t e rb i tung sejak 
tanggal Surat Tagiban Ketiga be lum me lakukan pelunasan; 

2) Penerima dana bergul ir t idak d ike tabu i keberadaannya/meninggal 
dun ia dan t idak ada ab l i waris ; 

3) Penerima dana bergul ir bangkrut/pa i l i t berdasarkan pu tusan 
pengadilan; a tau 

4) Penerima/obyek dana bergul ir mengalami kejadian luar biasa [force 
majeure). 

Bagian Kedua 
Besaran Penyis ihan Piutang Dana Bergulir 

Pasal 21 

Penyisiban p iu tang dana bergulir d i l akukan pada setiap akb i r periode pelaporan 
dengan besaran sebagai ber ikut : 
a. kual i tas lancar, sebesar 0 ,5% (nol koma l ima persen) dar i dana bergulir 

dengan kua l i tas lancar; 
b. kua l i tas k u r a n g lancar, sebesar 10% (sepulub persen) dar i dana bergulir 

dengan kua l i tas ku rang lancar; 
c. kual i tas d i ragukan, sebesar 5 0 % (l ima p u l u b persen) dar i dana bergulir 

dengan kua l i tas d i ragukan; dan 
d. kual i tas macet, sebesar 100% (seratus persen) dar i dana bergulir dengan 

kua l i tas macet. 

BAB V 
PENGHAPUSAN PIUTANG DANA B E R G U L I R 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 22 

Pengbapusan p iu tang dana bergulir oleb Pemerintab Daerab terd i r i atas: 
a. penghapusbukuan p iu tang dana bergulir; dan 
b. penghapustagihan p iu tang dana bergulir. 

Bagian Kedua 
Penghapusbukuan piutang 

Pasal 23 

(1) Penghapusbukuan p iu tang dana bergulir, banya dapat d i l akukan setelah 
dana bergul ir d i u r u s secara opt ima l oleb Dinas. 

(2) Penghapusbukuan p iu tang dana bergul ir sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d inyatakan telab opt imal , da lam ba l telab d inyatakan sebagai PSBDT. 

(3) Pemyataan PSBDT sebagaimana d imaksud ayat (2) d i te tapkan oleb KPKNL 
sesuai ke tentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ber laku. 

(4) Setelah adanya PSBDT, Penghapusbukuan p iu tang dana bergulir 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iu su lkan oleb Kepala Dinas kepada 
Bupat i . 



(5) Penghapusbukuan p iu tang dana bergul ir d i l akukan dengan persyaratan 
sebagai ber ikut : 
a. p iu tang dana bergulir me lampaui batas u m u r (kedaluwarsa) yang 

d i te tapkan sebagai kr i t e r ia kua l i tas dana bergul ir macet; 
b. debitor mengalami mus ibab [force majeure); 
c. debitor meninggal dun i a dengan t idak meninggalkan bar ta war isan dan 

t idak mempunya i ab l i war is , a tau ab l i war is t idak d ike tabui 
keberadaannya berdasarkan surat keterangan dar i desa/keluraban; 

d. debitor menyatakan t idak mempunya i ba r ta kekayaan lagi a tau pai l i t 
berdasarkan pu tusan pengadilan; 

e. debitor yang t idak d ike tabu i keberadaannya lagi karena p indab alamat 
a tau a lamatnya t idak je las/t idak lengkap berdasarkan surat 
keterangan/pemyataan dar i desa/keluraban; dan/atau 

f. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor t idak 
lengkap atau t idak dapat d i t e lusur i lagi disebabkan keadaan yang t idak 
dapat d ih indarkan seperti bencana a lam, kebakaran, dan sebagainya 
berdasarkan surat keterangan/ pemyataan Bupat i . 

(6) Penghapusbukuan p iu tang dana bergulir d i te tapkan dengan Keputusan 
Bupat i . 

(7) Penghapusbukuan p iu tang dana bergulir t idak menghi langkan bak tagib dar i 
Pemerintab Daerab. 

Bagian Kedua 
Penghapustagihan piutang 

Pasal 24 

(1) Penghapustagihan p iu tang dana bergulir sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
22 b u r u f b banya dapat d i l akukan setelah lewat w a k t u 2 (dua) t a b u n sejak 
tanggal penghapusbukuan. 

(2) Penghapustagihan p iu tang dana bergulir sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d iusu lkan Pengelola kepada Bupa t i . 

(3) Penghapustagihan p iu tang dana bergul ir sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d i l akukan karena pert imbangan sebagai ber ikut : 
a. penghapustagihan p iu tang karena mengingat jasa-jasa p ibak yang 

berutang/debitor kepada daerab, u n t u k menolong p ibak berutang dar i 
ke t e rpurukan yang lebib dalam, misa lnya kred i t usaba mikro , kecil , dan 
menengab (UMKM) yang t idak m a m p u membayar; 

b. penghapustagihan p iu tang sebagai sua tu sikap menye jukkan, membuat 
c i t ra penagib menjadi lebib baik, memperoleb dukungan mor i l lebib luas 
mengbadapi tugas masa depan; 

c. penghapustagihan p iu tang sebagai s ikap berbent i menagib, 
menggambarkan s i tuasi t ak m u n g k i n tertagih mel ibat kondis i p ibak 
tertagih; 

d. penghapustagihan p iu tang u n t u k res t ruktur i sas i penyebatan utang, 
misalnya pengbapusan denda, tunggakan bunga dikapital isasi menjadi 
pokok kred i t baru , rescbedul l ing dan p e n u r u n a n tar i f bunga kredit ; 

e. penghapustagihan p iu tang setelah semua upaya tagib dan cara la in atau 
t idak m u n g k i n d i terapkan, misalnya, kredi t macet dikonversi menjadi 
sabam/ekuitas/ penyertaan, d i jua l , j a m i n a n dilelang; 

f. penghapustagihan p iu tang sesuai b u k u m perdata u m u m n y a , b u k u m 
kepai l i tan, b u k u m i n d u s t r i (misalnya i ndus t r i keuangan dunia , i ndus t r i 
perbankan), b u k u m pasar modal , b u k u m pajak, me lakukan 
benchmarking keb i jakan/peraturan write off d i negara la in ; dan/atau 



g. penghapustagihan p iu tang secara h u k u m su l i t a tau t idak m u n g k i n 
d ibata lkan, apabi la telab d i pu tuskan dan d iber lakukan, kecual i cacat 
b u k u m . 

(4) Penghapustagihan p iu tang dana bergul ir d i te tapkan dengan Keputusan 
Bupat i . 

(5) Penghapustagihan p iu tang dana bergulir menghi langkan bak tagib dar i 
Pemerintab Daerab. 

Bagian Ke l ima 
Perlakuan Akuntans i piutang dana bergulir 

Pasal 2 5 

(1) Pencatatan akun tans i penyis iban p iu tang dana bergulir diawal i penerbitan 
b u k t i memoria l penyis iban dana bergulir t idak tertagih oleb PPK SKPD pada 
akb i r periode pelaporan. 

(2) E3erdasarkan b u k t i memoria l tersebut, Fungsi Akun tans i PPKD me lakukan 
pen juma lan dengan mendebet a k u n beban penyisiban dana bergul ir dan 
mengkredit a k u n dana bergulir d i ragukan tertagih. 

(3) Pencatatan akun tans i penghapusbukuan p iu tang dana bergulir diawal i 
dengan penerbitan b u k t i memoria l oleb PPK SKPD berdasarkan Surat 
Keterangan dar i Bupat i . 

(4) Berdasarkan b u k t i memoria l tersebut, Fungsi Akun tans i PPKD me lakukan 
pen juma lan dengan mendebet a k u n dana bergul ir d i ragukan tertagih dan 
mengkredit a k u n dana bergulir. 

(5) P iutang dana bergul ir yang sudab d ihapusbukuaan tersebut masib dicatat 
secara ekstrakomtabel . 

(6) Penghapusbukuan p iu tang dana bergul ir d iungkapkan dalam catatan atas 
laporan keuangan. 

Pasal 26 

Perlakuan akun tans i Penghapustagihan p iu tang dana bergulir d i l akukan dengan 
cara menu tup ekstrakomptabel dan t idak me lakukan pen juma lan dan 
d iungkapkan da lam catatan atas laporan keuangan. 

Bagian Keenam 
Pelaporan dan Pengungkapan 

Pasal 2 7 

(1) Pelaporan penyis iban p iu tang dana bergulir t idak tertagih Pemerintab Daerab 
mengacu pada pera turan perundang-undangan yang ber laku terkai t 
akun tans i dan dana bergul ir pemer intab daerab. 

(2) Dana bergul ir dan penyis iban p iu tang dana bergul ir t idak tertagih disaj ikan 
dalam neraca. 

(3) Beban penyis iban p iu tang dana bergul ir disaj ikan dalam laporan operasional 
(LO). 

(4) Penyisiban p iu tang dana bergulir, penghapusbukuan p iu tang dana bergulir, 
dan penghapustagihan p iu tang dana bergulir d iungkapkan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. 



BAB VX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

(1) Perjanjian kred i t yang te lah ada sebelum ber lakunya Peraturan Bupat i i n i 
tetap ber laku. 

(2) Tata kelola dana bergulir sebelum ber lakunya Peraturan Bupat i i n i tetap 
meng ikut i pera turan yang ber laku pada saat pencairannya. 

Dengan ber lakunya Peraturan B u p a t i i n i , maka: 
a. Peraturan Bupa t i Nomor 31 Tabun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 

Bergul ir Pemerintab Daerab; dan 
b. Peraturan Bupa t i Nomor 75 Tabun 2018 tentang Perubaban atas Peraturan 

Bupa t i Nomor 31 Tabun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir 
Pemerintab Daerab. 
d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 

Peraturan Bupat i Pacitan i n i d ibe r lakukan pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memer in tabkan pengundangan peraturan i n i 
dengan penempatannya da lam ber i ta daerab Kabupaten Pacitan. 

BAB VXI 
PENUTUP 

Pasal 29 

Pasal 3 0 

Ditetapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 3-0 - > - 2021 

BUPATI PACITAN 

y ^ 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 30 - I- - 2021 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA B E R G U L I R PEMERINTAH DAERAH. 

SURAT TAGIHAN TUNGGAKAN DANA B E R G U L I R 

PEMERINTAH 
KABUPATEN 

PACITAN 

SURAT TAGIHAN TUNGGAKAN DANA B E R G U L I R NO URUT 
(STTDB) 1) 

Nama 2) : 
Alamat : 
Tanggal J a t u h Tempo 4) : 

1. Berdasarkan : 
a. Perbup Nomor Tabun 
b. Surat Perjanjian Dana Bergul ir 

c. Laporan dar i Bank Pelaksana )̂ 
!. J u m l a b Tunggakan : 

a. Tunggakan Pokok 
b. Tunggakan Bunga 

3. J u m l a b Yang Masib Harus Dibayar {2a+2b) 

: No 

: Rp 
: En. 

Tanggal 

Dengan H u r u f 

PERHATIAN 
Penyetoran barap d i l akukan mela lu i Bank Pelaksana 

Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir 

(Nama Lengkap) 
NIP. 

• Potong D is in i . 
No. STTDB 

TANDA TERIMA 
f NAMA 

ALAMAT 
JUMLAH TAGIHAN 

• • • J 

Yang Menerima 



Cara Pengisian : 
1) Di is i sesuai nomor u r u t penerbitan. 
2) Di is i sesuai nama penunggak. 
3) Di is i sesuai a lamat penunggak. 
4) Di is i sesuai tanggal j a t u b tempo. 
5) Di is i sesuai nomor dan tanggal perjanj ian. 
6) Di is i periode laporan yang d i t e rb i tkan Bank Peiaksana. 
7) Di is i sesuai j u m l a b tunggakan pokok yang t e r can tum dalam laporan Bank 

Pelaksana. 
8) Di is i sesuai j u m l a b tunggakan bunga yang t e r can tum dalam laporan Bank 

Pelaksana. 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


